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KONSEPSI DAN APLIKASI PIDANA MATI 
DALAM PERADILAN DI INDONESIA1

Oleh : 
I Made Pasek Budiawan 2

Abstract 
Imposition of the death penalty by the judge in the criminal justice process 
Indonesia still remains a debate among groups that agread with the group that 
oppose it. But in some laws for special crimes such as terrorism, corruption, 
narcotics, psychotropic substances, and a human rights capital punishment is 
still regulated, as well as of the criminal code and the concept of the criminal 
code by 2015 capital punishment is still based. The  existence of the group that 
did not agree with the conception and application of this dying, argued that 
human life bussiness, my God, not the man to lift the perspective of the scientific 
criminal law that a death penalty still exists in all criminal acts by perpetrators 
of crimes with widespread impact as well as detrimental to the wider community 
the research for criminal santions was important to examine the existence of 
the norms of law as a basic for corrector by maximum capital punishment in 
Indonesia. 

Keywods : capital punishment, concepts, applications 

Abstrak 
Penjatuhan p�dana mat� oleh hak�m dalam proses perad�lan p�dana Indones�a 
mas�h tetap menjad� perdebatan antara kelompok yang setuju dengan kelompok 
yang menentangnya. Namun dalam beberapa undang-undang t�ndak p�dana 
khusus sepert� teror�sme, korups�, narkot�ka, ps�kotrop�ka dan perad�lan hak 
asas� manus�a p�dana mat� mas�h d�atur, beg�tu juga KUHP dan konsep KUHP 
tahun 2015 p�dana mat� mas�h tetap d�canangkan. Adanya kelompok yang t�dak 
setuju dengan konseps� dan apl�kas� p�dana  mat� �n� berdal�h bahwa nyawa 
manus�a menjad� urusan Tuhan, bukan menjad� kewenangan manus�a untuk 
mencabutnya. Perspekt�f ke�lmuan hukum p�dana bahwa p�dana mat� mas�h eks�s 
untuk d�berlakukan sepanjang t�ndak p�dana yang d�lakukan pelaku menyangkut 
kejahatan luar b�asa dengan dampak luas serta merug�kan masyarakat luas. 
Penel�t�an terhadap sanks� p�dana mat� pent�ng d�lakukan guna menel�t� 
keberadaan norma hukum sebaga� dasar pembenar d�jatuhkannya p�dana mat� 
�n� d� Indones�a. 

Kata kunc� : pidana mati, konsep, aplikasinya 

1 Art�kel �n� merupakan karya �lm�ah mahas�swa pada Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum 
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SH.,MH dan Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH selaku pemb�mb�ng tes�s
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I. PENDAHULUAN 
Fenomena penjatuhan p�dana 

mat� bag� Indones�a mas�h tetap 
menjad� dua kelompok pro dan kontra. 
Kelompok retens�on�s atau yang 
setuju mas�h mempertahankan tetap 
d�terapkannya p�dana mat� dengan 
argumen dan dasar progres�f�tas 
kr�m�nal dengan modus operand� serta 
klas�f�kas� kejahatan extra ordinary 
crimes. Sedangkan kelompok ant� 
p�dana mat� (kelompok abol�s�on�s) 
dengan dal�h serta dasar alasan f�lofof�s 
– teolog�s kemanus�aan dengan dasar 
berl�ndung d�bal�k just�f�kas� Hak 
Asas� Manus�a (HAM).

Bentuk kejahatan t�ndak p�dana 
umum d� Indones�a yang h�ngga  
k�n� pal�ng banyak mas�h terdakwa 
nya d�tuntut dengan p�dana mat� 
adalah kasus – kasus pembunuhan 
berencana (Pasal 340 KUHP) dengan 
perbuatannya d�dahulu�, d��kut� serta 
d�serta� kekerasan (sesua� pemenuhan 
unsur Pasal 89 KUHP), atau t�ndak 
p�dana yang menyerta�nya sepert� 
modus perampokan, pengan�ayaan 
berat, mut�las�, pemerkosaan dan 
sebaga�nya. 

Beda pula halnya perkembangan 
kejahatan yang d�lakukan dengan 
memadukan tekn�s – tekn�s 
memanfaatkan arus global�sas� 
perkembangan �lmu pengetahuan 
dan teknolog� cangg�h sepert� arus 
kemajuan �nformas� dan teknolog� 
modus dem�k�an berkorelas� 
sebaga� pendukung sarana kejahatan 
�nkonvens�onal muncul subur dan 

d�paka� oleh pelaku t�ndak p�dana 
dengan kual�f�kas� jen�s kejahatan 
baru bers�fat khusus yang perlu 
pembukt�an bag� penegak hukum 
untuk membukt�kannya. Bentuk  
kejahatan tergolong kejahatan sangat 
luar b�asa (extra ordinary crime) 
bahkan tergolong sebaga� kual�f�kas� 
kejahatan kemanus�aan berat (crime 
against humanity) serta d�lakukan 
secara terselubung (hidden crimes). 

Bentuk kejahatan yang tergolong 
kr�ter�a sangat luar b�asa (extra 
ordinary crime) serta memerlukan 
penanganan secara extra ordinary 
efforts sepert� tr�o t�ndak p�dana pal�ng 
menonjol saat �n� adalah t�ndak p�dana 
narkot�ka, t�dak p�dana teror�sme dan 
t�ndak p�dana korups�. Tampaknya 
pelaku-pelaku (dader) dar� t�ndak 
p�dana ket�ga bentuk d�atas adalah 
layak untuk d�p�dana mat�. Secara 
factual fenomena penjatuhan p�dana 
mat� d� Indones�a bag� pelaku narkoba 
dan teror�sme sudah berjalan tanpa 
hambatan berart�. Kecual� terhadap 
terdakwa t�ndak p�dana korups� 
Indones�a belum menerapkannya, 
walaupun pengaturannya telah tersed�a 
dalam produk leg�slas�nya, (tersurat 
dalam Pasal 2 Undang – Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang 
– Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan T�ndak P�dana 
Korups�). 

Pencanangan dan penerapan 
sanks� p�dana mat� bag� pelaku t�dak 
p�dana sangat luar b�asa dalam berbaga� 
peraturan perundang-udangan p�dana 
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khusus memaka� dasar pembenar 
penuh kehat�-hat�an. Pelaksanaan 
p�dana mat� mas�h tetap merupakan 
anas�r d�lemat�s. Eksekus� p�dana  
mat� akan d�hadapkan pada p�l�han 
hukum antara berbuat atau t�dak 
berbuat, tetap merupakan keb�jakan 
(discretionary power). Karena 
menurut suatu keb�jakan, berbuat 
atau t�dak berbuat tetap merupakan 
keb�jakan (do or not to do is a policy), 
dem�k�an pernyataan Thommas R. Dye 
Dalam art� kebutuhan hukum p�dana 
adalah guna mel�ndung� kepent�ngan 
masyarakat secara luas dar� gangguan 
kejahatan. Fungs� hukum p�dana yang 
utama (primum remidium) adalah 
memberantas kejahatan, namun tetap 
mengedepankan fungs� asas ultimum 
remidium tersebut. D� p�hak la�n tetap 
pula menghormat� hak pal�ng pr�ns�p 
yang d�m�l�k� t�ap orang sebaga� �nsan 
manus�a bahwa sejak dalam kandungan 
sampa� lah�r dan berkembang hak 
untuk h�dup dan keh�dupannya tetap 
d�l�ndung� hukum, hal dem�k�an sesua� 
esens� lah�rnya generas� Hak Asas� 
Manus�a (HAM) generas� I tersebut. 

Hamp�r semua agama 
meny�ratkan f�losof� h�dup dan takd�r 
yang percaya bahwa kelah�ran, 
kemat�an, rezek� dan jodoh 
penentunya adalah pada Tuhan selaku 
sang penc�pta-Nya. Terutama anas�r 
kemat�an yang t�dak menjad� kehendak-
Nya (penjatuhan perspekt�f teolog�s 
– f�losof�s tetap menjad� kewenangan-
Nya, hal dem�k�an d�jad�kan 
dasar bag� kelompok abol�s�on�s 

(penentang) p�dana mat�. Kelompok 
retens�on�s (setuju / pengamat) p�dana 
mat� pert�mbangannya berbaga� hal, 
d�antaranya sepert� sebaga� upaya 
penanggulangan kejahatan berskala 
berat (general prevention), upaya 
menakut-nakut� calon dader untuk 
berbuat (daad) kejahatan yang beres�ko 
t�ngg� terhadap orang la�n sebaga� 
korbannya (victim). Atau sebaga� 
alasan sos�o – yur�d�s – ekonom�s – 
pol�t�k terhadap kejahatan tertentu yang 
bers�fat khusus dan sangat luar b�asa 
sepert� teror�sme, narkot�ka, korups�, 
kekerasan terhadap kaum rentan 
sepert� anak, wan�ta dan us�a lanjut, 
terleb�h lag� kejahatan kemanus�aan 
berat (crimes against humanity). 

Seh�ngga penjatuhan p�dana 
mat� tetap merupakan pertentangan 
antar dua kelompok yang pro dan 
kontra tad�, yang mas�ng-mas�ng 
mengeluarkan argumen just�f�kas� 
/ alasan pembenar mas�ng-mas�ng. 
Sudut pandang mas�ng-mas�ng �tu 
sul�t mendapatkan t�t�k temu, karena 
mas�ng-mas�ng pula mengandung m�s� 
dan tujuan yang semuanya hamp�r 
semua benar menurut vers� mas�ng-
mas�ng, antara tuntutan hukum guna 
kepent�ngan penegakan hukum 
berkead�lan dan berkepast�an, d� la�n 
p�hak guna perl�ndungan akan nyawa 
manus�a yang t�dak dapat d�c�ptakan 
oleh manus�a. 

Beror�entas� dar� fenomena 
d�atas, secara factual p�dana mat� tetap 
melah�rkan problemat�s secara sos�o 
– yur�d�s – pol�t�s sepert� : 
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1. Baga�mana konseps� dan apl�kas� 
p�dana mat� dalam perad�lan 
p�dana d� Indones�a ? 

2. Apa yang menjad� just�f�kas� 
pembenar bag� pembentuk 
undang – undang dan hak�m 
untuk menjatuhkan sanks� p�dana 
mat� dalam perad�lan p�dana d� 
Indones�a ? 
Or�g�nal�tas penel�t�an �n� 

ya�tu pertama dar� jurnal kaj�an �lmu 
hukum dan syar�ah ya�tu berjudul 
Polem�k tentang Hukuman Mat� 
Dalam Perundang-Undangan Nas�onal 
(T�njauan Hukum P�dana Islam) oleh 
Mahammad Tahm�d Nur, kedua 
dar� jurnal mag�ster �lmu hukum 
Un�vers�tas Sy�ah Kuala berjudul 
P�dana Mat� Dalam Perspekt�f 
Perad�lan D� Indones�a oleh Muzakk�r, 
Fa�sal A. Ran�, Dahlan Al�. Dar� 
penel�t�an-penel�t�an sebelumnya yang 
menjad� perbedaan dar� art�kel �n� 
adalah menekan pada dasar konseps� 
penjatuhan p�dana mat� dan apl�kas� 
pada s�stem perad�lan d� Indones�a.

Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah 
untuk mengkaj� baga�mana konseps� 
dan apl�kas� p�dana mat� d� Indones�a 
dan untuk menganal�s�s just�f�kas� 
pembenar d�jatuhkannya sanks� 
p�dana mat� dalam perad�lan p�dana d� 
Indones�a.

II. METODELOGI
 PENELITIAN 
2.1. Jenis Penelitian

Penel�t�an �n� tergolong kedalam 
jen�s penel�t�an hukum normat�f atau 

penel�t�an hukum kepustakaan, karena 
penel�t�an hukum �n� d�lakukan dengan 
cara menel�t� bahan kepustakaan 
(library research) yang terd�r� dar� 
bahan hukum pr�mer dan d�tunjang 
oleh bahan hukum sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto 
dan Sr� Mamudj�, penel�t�an hukum 
normat�f atau kepustakaan tersebut 
mencakup :
1. Penel�t�an terhadap asas-asas 

hukum.
2. Penel�t�an terhadap s�stemat�k 

hukum.
3. Penel�t�an terhadap taraf 

s�nkron�sas� vert�kal dan 
hor�zontal.

4. Perband�ngan hukum.
5. Sejarah hukum.3

Sehubungan dengan klas�f�kas� 
tersebut d�atas maka penel�t�an hukum 
normat�f menyangkut penel�t�an 
taraf s�nkron�sas� vert�kal atas 
d�sharmon�sas� norma yang ada antara 
KUHP dan beberapa undang-undang 
t�ndak p�dana khusus dengan falsafah 
�deolog� Pancas�la. 

2.2. Metode Pendekatan
Sesua� dengan karakter�st�k dan 

s�fat penel�t�an kepustakaan, maka 
dalam penel�t�an �n� akan memaka� 
beberapa metode pendekatan, 
d�antaranya :
- The Statue Approach pendekatan 

perundang-undangan.  
- The Analitical and Conseptual 
3 Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 2001, 

Penelitian Hukum Normatif,  Jakarta: PT. Raja 
Graf�ndo Persada, hlm. 14. 
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Approach (pendekatan anal�s�s 
konsep hukum).  

- The Comparative Approach atau 
Pendekatan Perband�ngan. 

2.3. Sumber Bahan Hukum
Penel�t�an hukum jen�s normat�f, 

maka jen�s bahan hukum yang laz�m 
d�pergunakan adalah :
a. Bahan-bahan Hukum Pr�mer.
b. Bahan-bahan hukum sekunder.
c. Bahan-bahan hukum ters�er.4

Sehubungan dengan penel�t�an 
hukum normat�f �n� maka memaka� 
sumber bahan hukum dar� :
1. Bahan Hukum pr�mer, sepert�: 

KUHP, UU Teror�sme, UU 
Narkot�ka, UU Ps�kotrop�ka dan 
UU Pengad�lan HAM  

2. Bahan hukum sekunder, 
yakn� member�kan penjelasan 
mengena� bahan hukum pr�mer.  

3. Bahan hukum ters�er, 
menyangkut sepert� kamus atau 
ens�kloped�, jurnal, majalah, dan 
�nternet 

2.4. Metode Pengumpulan Bahan 
Hukum
Penel�t�an �n� untuk pengumpulan 

bahan hukum memaka� metode 
s�stemat�s, yakn� berupa pengumpulan 
bahan peraturan perundang-undangan. 

4 Ronny Ham�joyo Soemantr�, 1998, Metode 
Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: 
Ghal�a Indones�a, hlm.11-12

2.5. Teknik Analisis Bahan 
Hukum
Menggunakan tekn�s anal�t�s 

sepert� : 
- Tekn�k deskr�ps� 
- Tekn�k �nterpretas� 
- Tekn�k evaluas� 
- Tekn�k argumentas� 
- Tekn�k s�stemat�sas� 
- Metode konstruks� hukum 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penel�t� d�s�n� hanya 

menamp�lkan has�l penel�t�an berupa 
anal�s�s dar� kaj�an secara deskr�pt�f 
normat�f. Melalu� has�l kaj�an anal�s�s 
atas masalah yang d�saj�kan. Ada dua 
masalah pertama menyangkut anal�s�s 
atas konsep dan apl�kas� p�dana mat� 
dalam perad�lan p�dana Indones�a 
yang mas�h tetap d�canangkan dalam 
perundang-undangan p�dana d� 
Indones�a. Serta apl�kas�nya mas�h 
d�berlakukan p�dana mat� tersebut 
terhadap beberapa t�ndak p�dana 
tertentu sepert� teror�sme, narkot�ka, 
ps�kotrop�ka dan pembunuhan 
berencana dengan kual�f�kas� khusus. 
Serta masalah kedua menyangkut dasar 
pembenar (just�f�kas�) pembentuk 
undang-undang maupun hak�m untuk 
mencanangkan dan memutus dengan 
p�dana mat� berdasarkan pert�mbangan 
bahwa suatu t�ndak p�dana d�jatuh� 
p�dana mat� terdakwa nya karena 
jen�s t�ndak p�dana yang d�lakukan 
tergolong t�dak p�dana yang luar b�asa 
(extra ordinary crime) dan sangat 
merug�kan korbannya, serta pelaku 
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sul�t untuk d�b�na dan d�rehab�l�tas� 
kelakuannya, seh�ngga layak untuk 
d�ber� sanks� set�mpal dengan p�dana 
mat� tersebut. 

3.1. Tindak Pidana Yang Diancam 
Pidana Mati Dalam Hukum 
Positif (Ius Constitutum) 
Indonesia 

3.1.1. Ancaman Pidana Mati Dalam 
KUHP 
Keb�jakan formulat�f yang 

d�gunakan oleh pembuat undang-
undang dalam menentukan perbuatan-
perbuatan (t�ndak p�dana) mana 
yang d�ancam dengan p�dana mat� 
menggunakan pendekatan selekt�f 
kond�s�onal. Selekt�f maksudnya t�dak 
terhadap semua t�ndak p�dana d�ancam 
dengan sanks� p�dana mat�, akan tetap� 
terbatas terhadap t�ndak p�dana tertentu, 
yang oleh pembuat undang-undang 
d�pandang sebaga� t�ndak p�dana yang 
ser�us. Salah satu contoh konkr�t dalam 
KUHP m�salnya, pembunuhan yang 
d�ancam dengan p�dana mat� hanyalah 
terhadap t�ndak p�dana pembunuhan 
yang d�rencanakan (Pasal 340 
KUHP), sedangkan pembunuhan yang 
d�lakukan tanpa perencanaan terleb�h 
dahulu / pembunuhan b�asa (Pasal 338 
KUHP) t�dak d�ancam dengan p�dana 
mat�. Berp�jak dar� keb�jakan tersebut 
maka t�ndak p�dana dalam KUHP yang 
d�ancam dengan p�dana mat� terbatas 
antara la�n:
1. Pasal 104 KUHP (Makar 

terhadap Pres�den dan Wak�l 
Pres�den);

2. Pasal 111 ayat (2) KUHP 
(Membujuk negara as�ng untuk 
bermusuhan atau berperang, j�ka 
permusuhan �tu d�lakukan atau 
jad� perang);

3. Pasal 124 ayat (3) (Membantu 
musuh waktu perang, 
Menyebabkan atau memudahkan 
atau menganjurkan huru-hara d� 
kalangan angkatan perang);

4. Pasal 140 ayat (3) KUHP (Makar 
terhadap Raja atau Kepala 
Negara, Kepala Negara-negara 
sahabat yang d�rencanakan dan 
berak�bat maut);

5. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan 
berencana);

6. Pasal 365 ayat (4) KUHP 
(Pencur�an dengan kekerasan 
yang mengak�batkan luka berat-
atau mat�);

7. Pasal 444 KUHP (Pembajakan 
d� laut, d� pes�s�r, dan d� sunga� 
yang mengak�batkan kemat�an);

8. Pasal 479 k ayat (2) KUHP 
(Pembajakan pesawat udara);

9. Pasal 479 o ayat (2) KUHP 
(Melakukan perbuatan kekerasan 
dalam pesawat, apab�la 
mengak�batkan hancurnya 
pesawat atau mat�nya orang). 

3.1.2. Ancaman Pidana Mati Dalam 
Undang – Undang Tindak 
Pidana Khusus 
Perkembangan �lmu pengetahuan 

dan teknolog� d��kut� oleh tren kejahatan 
dengan memanfaatkan modus operand� 
kemajuan teknolog� sepert� b�dang 
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�nformas� teknolog� dan komun�kas� 
seh�ngga kejahatan sul�t untuk d�lacak 
dan d�bukt�kan. Beberapa jen�s t�ndak 
p�dana yang belum dan t�dak d�atur 
dalam KUHP, seh�ngga memunculkan 
t�ndak p�dana khusus yang tergolong 
pula sebaga� bentuk kejahatan luar 
b�asa (extra ordinary crimes).

Karena s�fat dan ak�bat yang 
d�t�mbulkan dar� jen�s t�ndak p�dana 
tergolong khusus dan eksept�onal 
�n� mem�l�k� jar�ngan luas, sangat 
merug�kan masyarakat luas, d�lakukan 
secara terorgan�s�r, d�pandang sebaga� 
musuh umat manus�a, korbannya tanpa 
membedakan lak�-perempuan berdosa 
atau t�dak dan tergolong sebaga� 
kejahatan kemanus�aan berat, adalah 
sangat tepat dan pantas pelakunya 
untuk d�jatuhkan p�dana mat�. 

Adapun beberapa jen�s t�ndak 
p�dana tergolong sebaga� t�ndak p�dana 
khusus (d�luar KUHP) yang telah 
d�kod�f�kas� dalam leg�slas� p�dana 
lex spesialis dengan pencantuman 
p�dana mat� dalam rumusan del�k nya 
pada ius constitutum dan ius operatum 
d�antaranya sebaga� ber�kut : 
a. Undang – Undang Nomor 31 

Tahun 1999 yang telah d�ubah 
dengan Undang – Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan T�ndak P�dana 
Korups�, dalam Pasal 2 ayat 
(2)nya mencanangkan p�dana 
mat�. 

Tersurat : “… dalam keadaan tertentu, 
p�dana mat� dapat d�jatuhkan”. 
(Maksudnya adalah bahwa bag� 

terdakwa t�ndak p�dana korups� 
pelakunya dapat d�p�dana mat�). 

b. Undang – Undang Nomor 
15 Tahun 2003 tentang 
Pemberantasan T�ndak P�dana 
Teror�sme, d�atur dalam Pasal 
6 bahwa pelaku t�ndak p�dana 
teror�sme dapat d�p�dana mat�. 

c. Undang – Undang Nomor 5 
Tahun 1997 tentang Ps�kotrop�ka 
dalam Pasal 59 ayat (2) 
d�nyatakan, apab�la pelaku 
melakukan secara terorgan�s�r 
maka �a dapat d�p�dana mat� 

d. Undang – Undang No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkot�ka, dalam 
Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 
ayat (2), Pasal 116 ayat (2), 
Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 
ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2), 
terhadap perbuatan pelaku yang 
tercantum dalam pasal-pasal 
tad� sebaga� rumusan del�k dapat 
d�p�dana mat�. 

e. Undang – Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengad�lan 
Hak Asas� Manus�a (HAM) bag� 
pelaku genos�da dan kejahatan 
kemanus�aan berat (crimes 
against humanity) pelakunya 
dapat d�p�dana mat� (Pasal 36 
dan 37) 

3.1.3. Ancaman Pidana Mati Dalam 
Konsep /RUU KUHP 
Dalam konseps� KUHP, p�dana 

pada hak�katnya hanya merupakan 
salah satu alat untuk mencapa� tujuan. 
Bert�t�k tolak dar� pandangan yang 
dem�k�an maka pertama-tama pembuat 
Konsep KUHP mencantumkan 
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perumusan tentang tujuan pem�danaan 
(Pasal 54 Konsep KUHP 2012). 
Dalam meng�dent�f�kas� tujuan 
pem�danaan, Konsep bert�t�k tolak 
dar� kese�mbangan dua sasaran pokok, 
ya�tu “perl�ndungan masyarakat” dan 
“perl�ndungan / pemb�naan �nd�v�du 
pelaku t�ndak p�dana. 

Bertolak dar� kese�mbangan 
dua sasaran pokok �tu, maka syarat 
pem�danaan menurut Konsep juga 
bert�t�k tolak dar� kese�mbangan 
monodual�st�k antara kepent�ngan 
masyarakat dan kepent�ngan �nd�v�du, 
antara faktor subjekt�f dan faktor 
objekt�f. Oleh karena �tu syarat 
pem�danaan juga bertolak dar� dua 
p�lar yang sangat fundamental dalam 
hukum p�dana, ya�tu “asas legal�tas” 
(merupakan asas kemasyarakatan) 
dan “asas kesalahan / asas culpabilitas 
(merupakan asas kemanus�aan). 
Dengan perkataan la�n, pokok p�k�ran 
mengena� pem�danaan berhubungan 
erat dengan pr�ns�p mengena� t�ndak 
p�dana dan pertanggung jawaban 
p�dana.

D�l�hat dar� pokok pem�k�ran 
yang leb�h men�t�kberatkan pada 
perl�ndungan kepent�ngan masyarakat, 
maka wajar Konsep mas�h tetap 
mempertahankan jen�s-jen�s sanks� 
p�dana yang berat, sepert� sanks� 
p�dana seumur h�dup dan p�dana mat�. 
Mesk�pun dem�k�an Menurut Konsep 
KUHP sanks� p�dana mat� bukan 
merupakan salah satu sanks� p�dana 
pokok dalam stelsel sanks� p�dana, 
sepert� yang berlaku sekarang �n�. 

Sanks� p�dana mat� d�keluarkan dar� 
sanks� p�dana pokok, dan d�tempatkan 
tersend�r� sebaga� jen�s sanks� p�dana 
yang bers�fat khusus atau eksepsional 
(Pasal 59). 

Pert�mbangan utama d�gesernya 
kedudukan p�dana mat� �tu d�dasarkan 
pada pem�k�ran, bahwa d�l�hat 
dar� tujuan pem�danaan dan tujuan 
d�adakan/d�gunakannya hukum p�dana 
(sebaga� salah satu sarana “keb�jakan 
kr�m�nal” dan “keb�jakan sos�al” 
p�dana mat� memang bukanlah sarana 
yang utama (primum remedium) untuk 
mengatur, menert�bkan, dan mem-
perba�k� masyarakat. P�dana mat� 
hanya merupakan sarana pengecual�an 
dan bers�fat subs�der, art�nya apab�la 
sarana la�n t�dak memada� baru 
d�paka� p�dana mat�. Menurut Barda 
Nawa� Ar�ef pem�k�ran dem�k�an 
dapat d��dent�kan enggan sarana 
amputas� atau operas� d� b�dang 
kedokteran yang pada hak�katnya juga 
bukan sarana / obat yang utama, tetap� 
hanya merupakan upaya perkecual�an 
sebaga� sarana / obat terakh�r (ultimum 
remedium).5

Patut pula d�kemukakan, bahwa 
walaupun d�pertahankannya p�dana 
mat� terutama d�dasarkan pada upaya 
perl�ndungan masyarakat (jad� leb�h 
men�t�kberatkan atau beror�entas� pada 
kepent�ngan masyarakat, namun dalam 
penerapannya d�harapkan bers�fat 
selekt�f, hat�-hat�, dan beror�entas� 
juga pada perl�ndungan / kepent�ngan 
�nd�v�du (pelaku t�ndak p�dana). Oleh 
5  Barda Nawaw� Ar�ef, 1984, Teori – Teori dan 

Kebijakan Pidana, Alumn�, Bandung, hlm. 2 
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karena �tu dalam konsep ada ketentuan 
mengena� penundaan pelaksanaan 
p�dana mat� atau p�dana mat� bersyarat 
dengan masa percobaan selama 10 
tahun. Ketentuan tersebut d�tuangkan 
dalam konsep tahun 2016. P�dana 
mat� d�tempatkan sebaga� p�dana 
yang bers�fat khusus (eksepsional), 
dan d�mungk�nkan adanya penundaan 
pelaksanaan p�dana mat� (p�dana mat� 
bersyarat). Hal �n� sesua� dengan 
usulan Austral�a dalam Kongres PBB 
ke VII mengena� Prevention of Crime 
and Treatment of Offenders. Austral�a 
sebaga� negara abol�t�on�s (menolak / 
menghapus p�dana mat�) mengh�mbau 
kepada negara – negara yang belum 
menghapuskan p�dana mat�, untuk 
mempert�mbangkan kemungk�nan 
pengadaan dalam kerangka 
perundang-undangan nas�onalnya, 
suatu morator�um (penundaan) dalam 
pelaksanaannya sekurang-kurangnya 
selama 3 tahun, atau dengan 
menc�ptakan kond�s�-kond�s� la�n 
dalam mana hukum p�dana mat� t�dak 
d�perlukan dan t�dak d�laksanakan. 

Terlepas mas�h adanya pro dan 
kontra terhadap p�dana mat�, penul�s 
secara pr�bad� berpendapat dalam era 
global�sas� d� mana perkembangan 
teknolog� dan �nformas� berkembang 
sangat pesat, telah membawa pola 
hubungan yang bers�fat kompleks 
termasuk semak�n berkembang 
kejahatan dengan d�mens� yang 
sangat luas, seh�ngga t�dak jarang 
membahayakan �ntegr�tas sos�al, maka 
untuk menjaga keutuhan �ntegr�tas 

keh�dupan manus�a �tu send�r� p�dana 
mat� mas�h sangat d�perlukan 

Sekal�pun dem�k�an p�dana 
mat� hendaknya d�gunakan dengan 
memperhat�kan pr�ns�p-pr�ns�p 
subs�der�tas, ultimum remidium 
(obat terakh�r), bers�fat ekspes�onal 
dan memperhat�kan perasaan 
kead�lan masyarakat serta d�terapkan 
berdasarkan pr�ns�p kehat�-hat�an, 
terhadap bentuk – bentuk kejahatan 
sangat luar b�asa (extra ordinary 
crimes)

3.2. Retensionis dan Abolisionis 
Pidana Mati Dengan 
Penegakan Hukum 

3.2.1. Klasifikasi dan Kriteria Suatu 
Tindak Pidana Tergolong 
Sebagai Kejahatan Luar Biasa 
(Extra Ordinary Crimes) 
Berbaga� pendapat para ahl� 

menyatakan bahwa dewasa �n� 
sebaga� perkembangan kejahatan 
model baru se�r�ng dengan kemajuan 
�lmu pengetahuan dan teknolog� 
komun�kas� dan �nformas� cangg�h 
berdampak langsung pada modus 
operand� kejahatan yang menyerta�nya. 
Kejahatan �nkonvens�onal d�maksud 
sepert� t�ndak p�dana korups�, 
teror�sme, pencuc�an uang, narkot�ka, 
kejahatan pengh�langan nyawa orang 
dan modusnya. Seh�ngga pakar hukum 
sepert� N. Ser�kat Putra Jaya, Abdul 
Wah�d, H. Suharto, Abdul Lat�f, Dw� 
Hendro Sunarko dan para ahl� la�nnya 
hamp�r sama member� c�r�-c�r� atau 
karakter�st�k dar� suatu kejahatan 
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model dan modus baru sepert� tertera 
d�atas, seh�ngga menampakkan anas�r 
dan unsur – unsur sepert� : 
1. Kejahatan luar b�asa (extra 

ordinary crime) 
2. Kejahatan kemanus�aan berat 

(crimes against humanity) 
3. Kejahatan l�ntas negara 

(transational crimes) 
4. Kejahatan terorgan�sas� 

(organized crimes) 
5. Kejahatan d�lakukan dengan 

kekerasan (violence crimes) 
6. Kejahatan dengan bentuk 

beragam (varied crimes) 
7. Kejahatan �nternas�onal 

(international crimes) 
8. Kejahatan terselubung (hidden 

crimes) 
9. Kejahatan sebaga� musuh seluruh 

umat manus�a (hostes humanis 
generis) 
Tampak bahwa t�ndak – t�ndak 

p�dana atas kejahatan dengan c�r� dan 
karakter sepert� tersebut d�atas bahwa 
perspekt�f penegakan hukumannya 
memerlukan penanganan ser�us dan 
terpadu. Upaya penegakan hukumnya 
mula� dar� usaha preempt�ve, prevent�f 
dan repres�f. Pencegahan sejak d�n� 
berupa penanggulangan akan bentuk 
kejahatan extra ordinary crimes 
tersebut merupakan langkah awal 
yang harus d�lakukan pencegahan 
berupa t�ndakan preempt�ve dan 
prevent�f. Baru kalau t�dak berhas�l 
dengan upaya penanggulangan 
barulah d�lakukan cara-cara repres�f. 
Sebaga�mana tagline mencegah leb�h 

ba�k dengan pengobatan, juga sesua� 
dengan asas dalam hukum p�dana 
ultimum remedium tersebut. 

Kejahatan luar b�asa (extra 
ordinary crimes) tentu sul�t d�hadap� 
dengan cara – cara b�asa, tentunya 
memerlukan cara luar b�asa pula 
(extra ordinary power / extra ordinary 
effort), yang d�butuhkan pula extra 
legal instrument, berupa pol�t�k 
hukum p�dana (pol�t�k kr�m�nal) yang 
bernuansa progres�f, discretionary 
power (t�ndakan d�skres�), b�la 
d�perlukan dalam penegakan 
hukumnya d�paka� / d�terapkannya 
peny�mpangan-peny�mpangan khusus 
dar� ketentuan umum (general) dar� 
substans� hukum p�dana mater��l 
maupun hukum acara p�dana (hukum 
p�dana form�l) yang lexspesialist 
– temporer, namun tetap menjunjung 
t�ngg� due process of law. 

Perlu d�terapkannya hukum 
peny�mpangan dalam proses perad�lan 
p�dana. Karena dalam proses atau 
mekan�sme perad�lan menghadap� 
t�ndak p�dana luar b�asa aspek 
pembukt�annya sangat sul�t. Modus 
operand� pelakunya cangg�h, jar�ngan 
mereka luas serta sangat rahas�a dan 
mel�batkan jar�ngan terorgan�s�r 
sepert� dun�a maya cyber space. Untuk 
mendeteks� dan mengejar pelakunya 
sul�t bag� pelaku-pelaku kejahatan 
dalam extra ordinary crimes tersebut 
layak untuk d�p�dana mat�. 

Kelompok retensionis 
(mempertahankan) d�terapkannya 
p�dana pencabut nyawa �n� leb�h 
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mengedepankan perl�ndungan 
masyarakat secara luas (general 
prevention), dar� mas�f nya korban 
yang t�dak berdosa sebaga� ulah para 
penjahat yang tanpa memandang 
korbannya. 

No Negara Jenis Perbuatan / Kualifikasi Tindak 
Pidana / Delik

Jenis Pelaksanaan

1 CHINA

Teror�sme, peredaran obat  terlarang, 
memproduks� atau mend�str�bus�kan barang-
barang beracun dan berbahaya, Perdagangan 
seks, Pen�puan kartu kred�t. (ada 68 jen�s 
kejahatan)

Sunt�k mat�, Tembak  

2 AMERIKA SERIKAT Pembunuhan, Sp�onase, dan Pengkh�anatan Sengatan L�str�k      .     

3 ARAB SAUDI Pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, 
penggunaan narkoba, pemurtadan, Perz�nahan

Pemenggalan kepala, Rajam 
(Perz�naan) (d�depan Umum)

4 IRAN Pembunuhan, penggunaan perdagangan 
narkoba, paedof�l�a, homoseksual�tas, 
sp�onase.

D�gantung, Rajam

5 KOREA UTARA
Pembunuhan, pencur�an, sp�onase, pembelotan, 
pembangkangan pol�t�k, pengkh�anatan, 
membuat med�a yang t�dak d�setuju� 
pemer�ntah.

D�tembak

6 BURMA Menentang   pemer�ntahan secara sep�hak 
(opos�s�), pembunuhan, pemerkosaan.

7 PAKISTAN Pembunuhan, penghujatan, perz�naan D�gantung, D�rajam Perz�naan

8 SYIRIA
Pengkh�anatan, pembunuhan, t�ndakan 
pol�t�k terhadap pemer�ntah, perampokan, 
pemerkosaan, opos�s� pol�t�k.

D�gantung,  d�tembak (d�depan 
publ�k)

9 YAMAN Perz�naan, murtad, perdagangan narkoba, 
pemerkosaan, pembunuhan

Cambuk,   rajam   (d�depan 
publ�k) 

10 LIBYA Pengkh�anatan,   perencanaan   pembunuhan, 
keputusan pemer�ntah

11 INDONESIA Korups�, teror�sme, narkot�ka, ps�kotrop�ka, 
pembunuhan berencana dan pelanggaran HAM 
berat 

D�tembak sampa� mat� 

3.2.2. Negara – Negara Yang Pro 
dan Kontra Pidana Mati 

3.2.2.1.Negara – Negara Yang 
Masih (Pro) Mempertahankan 
Pidana Mati (Kelompok 
Negara Retensionis) 
Ber�kut gambaran s�ngkat 

beberapa Negara yang mas�h 
menerapkan p�dana mat� beserta jen�s 
perbuatan dan cara pelaksanaannya :

*) D�h�mpun dar� berbaga� sumber 
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Pakar hukum p�dana Mardjono 
Reksod�putro menyatakan bahwa RUU 
KUHP mas�h mengadops� hukuman 
mat�. Menurutnya p�dana mat� mas�h 
d�perlukan tetap� bukan pada p�dana 
pokoknya. la harus menjad� p�dana 
khusus yang d�terapkan secara hat�-
hat�, selekt�f, d�khususkan pada kasus-
kasus berbahaya dan harus d�tetapkan 
secara bulat oleh majel�s hak�m. RUU 
KUHP juga menerapkan apa yang 
d�kenal dengan p�dana mat� percobaan 
atau ser�ng d�sebut alternat�f, mula-
mula d�jatuh� p�dana sepuluh tahun. 
Kalau dalam sepuluh tahun s� terp�dana, 
menunjukkan perbuatan terpuj�, maka 
p�dana mat� d�ubah menjad� p�dana 
seumur h�dup atau penjara pal�ng lama 
20 tahun, jad� semacam pemberlakuan 
kedaluwarsa.

Selama �n� hukuman mat� dalam 
KUHP t�dak ada batas daluwarsa 
nya. Seh�ngga ada kemungk�nan 
seorang terp�dana mat� t�dak kunjung 
d�eksekus� h�ngga sepuluh tahun leb�h. 
Kecenderungan dalam melaksanakan 
eksekus� kel�hatan pemer�ntah mas�h 
ragu-ragu seh�ngga nas�b terp�dana 
terkatung-katung, t�dak member�kan 
kepast�an hukum. Hal dem�k�an 
pengaturan upaya hukum pen�njauan 
kembal� dan gras� t�dak jelas 
mengatur. 

Dalam   Rancangan KUHP 
2016, pemer�ntah kembal� mendorong 
pemberlakukan p�dana mat�, Pasal 
66 yang menyatakan p�dana mat� 
merupakan p�dana pokok yang bers�fat 
khusus dan  selalu d�ancamkan secara 

alternat�ve. In� berart� putusan p�dana 
dan t�ndakan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, mas�h dapat 
d�lakukan perubahan atau penyesua�an 
dengan meng�ngat perkembangan 
narap�dana dan tujuan pem�danaan. 
Bahkan Pasal 89 Rancangan KUHP 
d�nyatakan pelaksanaan p�dana mat� 
dapat d�tunda dengan masa percobaan 
10(sepuluh)tahun j�ka : a. reaks� 
masyarakat terhadap terp�dana t�dak 
terlalu besar; b. terp�dana menunjukkan 
rasa menyesal dan ada harapan untuk 
d�perba�k�; c. kedudukan terp�dana 
dalam penyertaan t�ndak p�dana t�dak 
terlalu pent�ng; dan d. ada alasan yang 
mer�ngankan. J�ka terp�dana semasa 
percobaan menunjukkan s�kap dan 
perbuatan yang terpuj� maka p�dana 
mat� dapat d�ubah menjad� p�dana 
seumur h�dup atau p�dana penjara 
pal�ng lama 20 (dua puluh) tahun   
melalu� Keputusan Menter� yang 
menyelenggarakan; pemer�ntahan d� 
b�dang hukum dan hak asas� manus�a. 
Namun j�ka terp�dana selama masa 
percobaan sebaga�mana d�maksud 
dalam ayat (l) t�dak menunjukkan 
s�kap dan perbuatan yang terpuj� serta 
t�dak ada harapan untuk d�perba�k� 
maka p�dana mat� dapat d�laksanakan 
atas per�ntah Jaksa Agung.

Maka dapat d� �nventar�sas� 
bahwa sampa� saat �n� negara-negara 
yang mas�h menerapkan p�dana mat� 
d�antaranya adalah: Afghan�stan, 
Bahra�n, Bangladesh, Belarus, 
Botswana Chad, Ch�na, Cuba, 
Democrat�c Republ�c of the Congo, 
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Egypt, Equator�al Gu�nea, Eth�op�a, 
Gamb�a, Ind�a, Indones�a, Iran, Iraq, 
Japan, Jordan, Kuwa�t, Lebanon, 
L�bya, Malays�a, N�ger�a, North Korea, 
Oman, Pak�stan, Palest�n�an nat�onal 
Author�t Author�ty, Qatar, Sa�nt K�tts 
and Nev�s, Saud� Arab�a, S�ngapore, 
Somal�a, South Sudan, Sudan, Syr�a, 
Ta�wan, Tha�land, Uganda, Un�ted 
Arab Em�rates, Un�ted States Amer�ca, 
V�etnam, Yemen and Z�mbabwe. 

3.2.2.2 Kelompok Negara-Negara 
Yang Tidak Setuju Akan 
Penerapan Hukuman Mati 
(Kelompok Penentang /
Abolisionis)
D� la�n p�hak belahan dun�a, 

ada sebanyak 84 negara turut 
menandatangan� protokol ops�onal 
kedua kovenan �nternas�onal, tentang 
hak-hak s�p�l dan pol�t�k, yang 
bertujuan untuk menghapus hukuman 
mat� d� New York, 15 Desember 1989 
s�lam.

Sebaga�mana d� lans�r dar� 
treaties.un.org, Jumat 13 Maret 2015, 
protokol tersebut telah d�daftarkan 
sejak 11 Jul� 1991, dengan Nomor. 
14668 dan telah d�cetak dalam Bahasa 
Arab, Ch�na, Inggr�s, Peranc�s, Rus�a 
dan Spanyol.

Sela�n �tu, peraturan 
�nternas�onal tersebut juga terbuka 
untuk d�tandatangan� d� Markas Besar 
PBB d� New York oleh semua negara 
yang telah menandatangan� Kovenan 
Internas�onal tentang Hak S�p�l dan 
Pol�t�k.

Ber�kut negara-negara yang telah 
menandatangan� hukum �nternas�onal, 
per�hal p�dana cabut nyawa sekal�gus 
d�terapkan d� peraturan domest�k 
negara peserta : 

No Nama 
Negara

Perjanjian 
Saat Mulai 
Ikut Setuju

Waktu 
Meratifikasi

1. Alban�a 17 Okt 2007 Belum 
2. Andorna 5 Ags 2002 2 Sep 2006
3. Angola 24 Sep 2013 Belum
4. Argent�na 20 Des 2006 2 Sep 2008
5. Austral�a 2 Okt 1990 Belum
6. Austr�a 8 Apr 1991 2 Mar 1993
7. Azerba�jan 22 Jan 1999 Belum
8. Belg�a 12 Jul� 1990 8 Des 1998
9. Ben�n 5 Jul� 2012 Belum
10. Bol�v�a 12 Jul� 2013 Belum

11. B o s n � a 
H e r z e g o -
v�na

7 Sep 2000 16 Mar 2001

12. Braz�l 25 Sep 2009 Belum
13. Bulgar�a 11 Mar 1999 10 Ags 1999
14. Cape Verde 19 Me� 2000 Belum
15. Canada 25 Nop 2009 Belum
16. C�l� 15 Nop 2001 26 Sep 2008
17. Columb�a 5 Ags 1997 Belum
18. Cesta R�ca 14 Feb� 1990 5 Jun� 1998
19. Kroas�a 12 Okt 1995 Belum
20. S�prus 10 Sep 1999 Belum
21. R e p u b l � k 

Ceko 15 Jun� 2004 Belum
22. Denmark 13 Feb 1990 24 Feb 1994
23. Dj�bout� 5 Nop 2002 Belum
24. Ekuador 23 Feb 1993 Belum
25. El salvador 8 Apr�l 2014 Belum 
26. Eston�a 30 Jan 2004 Belum
27. F�nland�a 13 Feb 1990 4 Apr�l 1991
28. Peranc�s 2 Okt 2007 Belum
29. Gabon 2 Apr�l 2014 Belum
30. Georg�a 22 Maret 

1999 Belum

Cataran urutan 31-84 negara-negara tersebut 
penul�s t�dak cantumkan (data selanjutnya ada 
pada penul�s)
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3.3 Fungsi Hukum Pidana Dalam 
Penegakan Hukum Dengan 
System Penegakan Hukum 
Secara Terpadu (Integrated 
Criminal Justice System)
Fungs� hukum p�dana secara 

teoret�s telah terpatr� melalu� 2 (dua) 
buah asas utama (primum remidium) 
dan fungs� hukum p�dana  sebaga� 
sarana atau alat/alat terukur dalam 
memerang� pelaku kejahatan. 
D�hadapkan sebaga� pelaku t�ndak 
p�dana dalam kual�f�kas� kejahatan 
luar b�asa (extra ordinary crime) atau 
tergolong t�ndak p�dana khusus maka 
p�dana mat� sebaga� sanks� p�dana 
terberat dalam straaf sort dan straaf 
maat hukum p�dana adalah cocok 
dan layak serta tepat untuk d�terapkan 
kepada pelakunya.

Asas ultimum remidium6 
menjad� p�jakan p�hak sebaga� dasar 
pembenar bag� jaksa dalam menuduh 
dan menuntut pelaku-pelaku kejahatan 
sangat luar b�asa tersebut.  Beg�tu 
pula bag� hak�m dalam memutus, 
dengan sed�k�t menyamp�ngkan aspek 
kemanus�aan namun mengedepankan 
kepent�ngan hukum dan kepent�ngan 
masyarakat  luas dalam mencegah 
dan memerang� kejahatan bag� hak�m 
memutuskan dengan p�dana mat� 
adalah mendapat justf�kas� legal secara 
atr�but�f bag�  hukum dalam mem�dana 
mat� pelaku/terdakwa  kejahatan luar 
b�asa sangat tersebar dan tersurat banyak 
dalam perundang-undangan p�dana 
6 Sud�kno Mertokusumo, 2006, Penemuan 

Hukum Sebuah Pengantar, L�berty, 
Yogyakarta,hlm.7

Indones�a. Kewenangan diskresi, serta 
impartialitas dan �ndependens� hak�m 
mendapat  alasan pembenaran oleh 
esens� teor� pembalasan (teor� absolut) 
dalam pem�danaan pelaku kejahatan 
terleb�h dader-nya berkual�f�kas� 
t�ndak p�dana luar b�asa.

Menurut anal�s�s penul�s 
penjatuhan p�dana mat� bag� pelaku 
kejahatan luar b�asa adalah tepat dan 
setuju, b�la pula d�hadapkan dengan 
konseps� dan pandangan ahl� hukum 
p�dana serta �lmuwan perad�lan p�dana 
Helbert L. Packer yang mengkonseps� 
bahwa peran sanks� p�dana tetap 
d�butuhkan sampa� kapan pun, dalam 
pernyataannya menyatakan sepert� 
ber�kut : 
1. Sanks� p�dana sangatlah 

d�perlukan; k�ta t�dak dapat 
h�dup sekarang maupun d� 
masa yang akan datang, tanpa 
p�dana (The criminal sanction 
is indispensable; we could not, 
now or in the foreseeable future 
get along, without it).

2. Sanks� p�dana merupakan alat 
sarana terba�k yang tersed�a, yang 
k�ta m�l�k� untuk menghadap� 
ancaman-ancaman dar� bahaya 
(The  criminal sanction is the 
best avaible device we have for 
dealing with gross & immediate 
harms and threats from harms).

3. Sanks� p�dana suatu ket�ka 
merupakan penjam�n yang 
utama dar� kebebasan manus�a. 
Ia merupakan penjam�n apab�la 
d�gunakan secara hemat-cermat 
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dan secara manus�aw�, �a 
merupakan pengancam apab�la 
d�gunakan secara sembarangan 
dan secara paksa (The criminal 
sanction is at once prime 
guarantor and prime thteatemer 
of human freedom, used 
providently and humanely, it is 
guarantor; used indiscriminatrly 
and it is corecvely threatener.7

Pent�ngnya Hukum P�dana, p�dana dan 
Pem�danaan
1. Andrew Ash Worth A criminal 

law without sentencing would 
merely cel a declaratory system 
prounduncing people quilty 
without formal consequences 
following from that quilt.” 
(Pem�danaan merupakan 
bag�an terpent�ng dalam hukum 
p�dana karena merupakan 
puncak dar�  seluruh proses 
pertanggungjawaban seseorang 
yang akan bersalah melakukan 
t�ndak P�dana).8

2. HL. Packer ada 3 hal pr�ns�p 
dalam hukum p�dana (the there 
basic problem of  substance 
as opposed to procedure  in 
criminal law) : 

 1. What conduct should cel 
designated as criminal? 
(t�ndakan apa yang b�sa 
d�sebut sebaga� t�ndak 
p�dana).

7 Herbert. L. Packer, 1967, The Limits Of The 
Criminal Sanction, Stanford California 
University Pres,hlm : 344

8 Andrew Ash Worth, 1991, Principle of criminal 
law, Oxfoard, Clarendon press, hlm.72

 2. What determination  must 
cel made vefore a persom 
can cel ound to have 
committed a criminal 
of fences? (Apa kr�ter�a 
sebaga� penentu seseorang 
b�sa d�sebut sebaga� pelaku 
t�ndak p�dana)?

 3. What should cel dine with 
person who are found to 
have commited criminal 
affences? (Apa yang harus 
d�lakukan terhadap pelaku 
dar� suatu t�ndak p�dana)? 9

I. KESIMPULAN
1. Perspekt�f ius constitutum dan 

ius operatum dalam beberapa 
perundang-undangan Indones�a 
mas�h mencanangkan dan 
menerapkan ketentuan p�dana 
mat� sebaga� jen�s p�dana 
(strafsort) pokok, sepert� 
KUHP, UU No.31 Tahun 1990, 
UU No.20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan T�ndak P�dana 
Korups�, UU No.26 Tahun 
2000 tentang Perad�lan HAM, 
UU No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkot�ka, UU No.5 tahun 
1997 tentang Ps�kotrop�ka dan 
UU No.15 tahun 2003 tentang 
Pemberantasan Teror�sme 
Perspekt�f Insconstituendum 
dalam RUU-KUHP Nanonal 
tahun 2016 p�dana mat� mas�h  
d�konseps� bahkan d�keluarkan 
dar� penempatan p�dana pokok, 

9  Hl. Packer, Op Cit, P. 17 
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namun d�atur tersend�r� dan 
bersyarat.

2. Sebaga� dasar pembenar atau 
just�f�kas� secara teor� ke�lmuan 
hukum bahwa p�dana mat� mas�h 
mungk�n untuk d�jatuhkan 
bag� pelaku t�ndak p�dana yang 
tergolong luar b�asa (extra 
ordinary crime / atau bahkan 
tergolong kejahatan kemanus�aan 
berat (crimes against humanity) 
berdasarkan teor�-teor� 
d�antaranya teor� retributivisme 
atau propors�onal�tas, teor� 
ganjaran (deserts theory), teor� 
res�pros�tas, teor� pem�danaan 
absolut, teor� kead�lan 
(distributive) teor� Hak Asas� 
Manus�a (HAM) dan teor� 
Utilitiariasnisme.
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